BAB 1V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari uraian permasalahan diatas dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Penguasaan tanah wakaf Mushola Al-Muttaqin oleh tergugat dalam putusan
Perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn merupakan pelanggaran hukum karena
tergugat berusaha mengguasai dan mengalihkan tanah wakaf untuk
kepentingan pribadi yang secara lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tanah wakaf seharusnya
dikelola dengan prinsip sosial dan Syariah oleh nadzhir sebagai tujuan yang
diinginkan oleh wakif. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
terdapat pengecualian perubahan peruntukkan penggunaan tanah wakaf
apabila: a) tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang
telah diikrarkan oleh wakif dan b) terdapat kepentingan umum yang lebih
mendesak. Dalam Perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn diperbolehkan tanah
wakaf yang dijadikan sita jaminan karena terdapat kemungkinan melakukan
penyimpangan pada tanah wakaf apabila terdapat kepentingan umum yang
mendesak.

Berdasarkan ~ Putusan  Pengadilan Agama  Bojonegoro = Nomor
1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn, kedudukan hukum tanah wakaf Mushola Al-
Muttaqin di Dusun Ngantulan, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten

Bojonegoro, dinyatakan sah secara keperdataan dan mutlak berada dalam

78



B.

79

otoritas pengelolaan Nazhir selaku Penggugat. Legalitas formal objek
sengketa ini terbentuk karena tata cara ikrarnya telah memenuhi prosedur
administrasi Pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik, yang kemudian memberikan kedudukan yang kuat bagi terbitnya
Sertifikat Tanah Wakaf guna mewujudkan asas kepastian hukum nasional.
Kedudukan tanah wakaf yang sah ini berimplikasi langsung pada runtuhnya
hak keperdataan pribadi atas tanah tersebut, di mana kepemilikannya beralih
menjadi milik Allah SWT atau menjadi hak sosial. Hal ini dipertegas secara
materiil dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang
menempatkan tanah wakaf Mushola Al-Muttaqin menjadi tanah wakaf yang
dikelola nadzhir secara sah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran penelitian

sebagai berikut :

1.

Bagi wakif atau orang yang ingin mewakafkan harta benda dan nadzhir atau
orang yang menerima wakaf sebaiknya apabila ingin mewakafkan tanah
dapat melakukan sertifikasi dan ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf untuk menanggulangi terjadinya sengketa dikemudian hari.

Bagi pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman
kepada masyarakat apabila ingin melakukan wakaf harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah harus
memberikan kemudahan dalam akses ke masyarakat untuk melakukan

wakaf.
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